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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah, yang Bupati/Walikota 

mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bone Bolango tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan 

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060): 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4724), 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



10. 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5494), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara. 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran 

Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6215): 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), 

12.Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Memperhatikan : 1. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5797), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 

tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor), 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 

Nomor 310), 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN 

DAN NON PERIZINAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan 

dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas 

sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan



10. 

11 

12. 

13. 

(1) 

peraturan perundang- undangan. 

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku 

usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya. 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya 

disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan ekonomi 

Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang 

maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan 

keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam 

perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 

tahap penyelesaian produk perizinan. 

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online 

Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah 

sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh 

Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 

proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 

.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango. 

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango. 

Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan 

rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan 

berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP. 

Pasal 2 

Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai 

upaya: 

a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan 

berusaha, maupun nonperizinan,



(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

b. terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun 

nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan: 

c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, 

maupun nonperizinan. 

Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan 

berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, 

terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. 

BAB II 

KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan 

efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan 

perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan. 

Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, 

perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

Pasal 4 

Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan 

diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko. 

Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan 

beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

melalui satu pintu. 

Pasal 5 

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, 

maupun nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah Teknis. 

Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau 

persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka 

penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.



(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 

Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah 

mendapatkan rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses 

penyelenggaraan perizinan. 

Dalam hal kewenangan penandatanganan perizinan, perizinan 

berusaha, maupun nonperizinan berada pada Kepala Perangkat 

Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pelayanan penerimaan permohonan perizinan dan 

pengambilan dokumen izin atau nonizin diselenggarakan melalui 

DPMPTSP. 

Pasal 6 

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi: 

a. perizinan berusaha berbasis risiko, 

b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, 

Cc. perizinan non berusaha, dan 

d. nonperizinan. 

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 

perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban 

perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha. 

Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko. 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat 

melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

Pasal 7 

Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang 

diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian 

kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun 

nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.



(1) 

(3) 

(3) 

(S) 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, 

perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif 

dilakukan oleh DPMPTSP. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, 

perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan 

oleh Perangkat Daerah Teknis. 

Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan 

berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP 

saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan 

perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha 

berbasis risiko melalui sistem OSS. 

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara 

efektif pada saat sistem Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS-RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan 

yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam 

proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin 

atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh 

Perangkat Daerah Teknis. 

Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 

izin, dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan 

Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

yang mengatur ketentuan izin tersebut. 

Pejabat definitif yang bertugas sebelum dilantiknya pejabat Kepala 

DPMPTSP, melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan 

sesuai Peraturan Bupati ini sampai dengan dilantiknya pejabat 

definitif yang baru.



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone 

Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada 

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 

Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 
  

  

ASISTEN | 

ASISTEN II 

ASISTEN Il 
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Ditetapkan di Suwawa 
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KEPALA DINAS 

  

  

KABID     

  

  

Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal “suri 2022 
SEKRETARIS DAERA BUP BONE BOLANGO, 

Ir OMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR : 86 TAHUN 2022 
TANGGAL : 1 Jenwri 2022 
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN 

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA 
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

  

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI, Perizinan Berusaha Melalui 

Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Meliputi : 

Sektor Kelautan Dan Perikanan 

Sektor Pertanian 

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Sektor Perindustrian 

Sektor Perdagangan 

Sektor Transportasi 

Sektor Kesehatan 

Sektor Pariwisata 
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Sektor Ketenagakerjaan 

Dengan skala resiko sebagai berikut : 
  

No Risiko Perizinan Berusaha 

  

1. | Risiko Rendah Nomor Induk Berusaha (NIB) 
  

2. | Risiko a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Menengah b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan 

Rendah pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha 

dalam melakukan kegiatan usaha yang 

diberikan melalui sistem OSS 
  

3. Risiko a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Menengah b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat 

Tinggi Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan         standar pelaksanaan kegiatan usaha 
 



  

    

Risiko Tinggi a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat 

Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan 

standar pelaksanaan kegiatan usaha 

c. Izin       

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA 

1. Sektor Pertanian 

a. 

b. 

e. 

f. 

Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner 

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik 

Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia) 

. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik 

Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing) 

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan 

paramedik veteriner) 

Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 

Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) 

2. Sektor Energi 

a. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan 

Langsung 

3. Sektor Perdagangan 

a. 

b. 

Tanda Daftar Gudang 

Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B 

dan C (SKPL-B) dan (SKPL-C) 

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari 

Waralaba Luar Negeri 

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan Penerima Waralaba 

Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri 

. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari 

Waralaba Dalam Negeri 

4. Sektor Pekerjaan Umum 

a. Izin pengusahaan sumber daya air di wilayah sungai kabupaten 

b. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kabupaten 

5. Sektor Transportasi 

a. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 

b. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 

Cc. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
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. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 

Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 

Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 

Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 

. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (peningkatan panjang jalan kereta 

api, kelas jalur kereta api, stasiun kereta api dan/atau fasilitas operasi 

kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus) 

Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabbang Siupal (Risiko 

Menengah Tinggi) 

Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah 

Rendah) 

. Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah 

Rendah) 

Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan 

Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah) 

. Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan untuk 

1. Perusahaan bongkar muat: 

Jasa pengurusan transportasi, 

Depo peti kemas, 

Tallg mandiri, 

Angkutan perairan pelabuhan, 

D
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Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait 

dengan angkutan laut 

7. Perawatan dan perbaikan kapal: 

8. Pengelolaan kapal, atau 

9. Keagenan kapal, 

10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. 

. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan 

Teratur (Risiko Menengah Tinggi) 

. Sertifikat Stanndar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi Tetap dan 

Teratur (Risiko Menengah Tinggi) 

. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko 

Menengah Tinggi) 

. Sertifikat Stanndar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Subtitusi 

(Risiko Menengah Tinggi) 

. Sertifikat Stanndar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper 

Khusus (Risiko Menengah Tinggi) 

. Izin Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi) 

. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)



u. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari 

Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum Menjadi Untuk Melayani 

Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi) 

v. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas 

Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum Menjadi 

Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan dan 

Roro (Risiko Menengah Tinggi) 

w.Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko 

Tinggi) 
x. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi) 

y. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi) 

z. Sertifikat Stanndar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja 

Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko 

Menengah Tinggi) 

aa. Sertifikat Stanndar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ 

TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 

bb. Sertifikat Stanndar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko 

Menengah Tinggi 

cc. Sertifikat Stanndar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan 

Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 

dd. Sertifikat Stanndar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ 

TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 

ee. Sertifikat Stanndar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ 

TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 

6. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan 

a. Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di 

RS Pemerintah (tidak melalui OSS) 

b. Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS 

Pemerintah (tidak melalui OSS) 

c. Label Pengawasan / Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di 

Kabupaten /kota 

d. Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 

e. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Pangan 

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 

g. Sertifikat Laik Sehat



C. PERIZINAN NONBERUSAHA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

No Jenis Perizinan 

1. | Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah 

2. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis 

3. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis 

4. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis 

5. | Surat Izin Praktik Bidan 

6. | Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 

7. ! Surat Izin Praktik Apoteker 

8. | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 

9. | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 

10. | Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (Praktik Mandiri) 

11. |Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) 

12. |Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (Praktik Mandiri) 

13. |Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) 

14, | Surat Izin Praktik Entomolog Sanitarian (tempat praktik pertama) 

15. |Surat Izin Praktik Entomolog Sanitarian (tempat praktik kedua) 

16. |Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 

17. |Surat Izin Kerja Perekam Medis 

18. |Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler 

19. |Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (WNA) 

20. |Surat Izin Praktik Penata Anestesi 

21. | Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

22. | Izin Tukang Gigi 

23. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 

24. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 

(perpanjangan) 
25. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 

Kedua 

26. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental bagi 
Nakestrad Interkontimental WNA 

27. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 

22. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 

28. |Izin Panti Sehat 

29. | Surat Izin Praktik Akupuntur Terapik 

30. |Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu 

31. |Surat Izin Praktik Penata Anestesi 

32. | Surat Izin Praktik/Kerja Radiografer 

33, | Surat Izin Praktik Terapis Wicara (Praktik Mandiri) 

34. |Surat Izin Kerja Terapis Wicara (Praktik di Fasilitas Pelayanan! 
Kesehatan)   
 



  

35. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

36. | Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan hemodialisis 
37. | Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan hemodialisis 

38. | Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia 

39. | Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing 

40. | Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan 

41. | Surat Izin Praktik Inseminator 

42. | Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan 

43. | Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi 

44. | Surat Izin Veteriner Ambulatori 

45. | Surat Izin Veteriner Klinik Hewan 

46. | Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan 

47. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal 

48. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama 

49. |Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 

50. | Jzin Trayek 

S1. | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

52. | Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3 

53. | Sertifakat Kelayakan Operasi 

54. | Izin Reklame 

59. | Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing 

6. | Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 

S7. | Izin Depot Air Minum Isi Ulang   
   



D. NONPERIZINAN 

  

No Jenis Perizinan 

  

Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa 

Surat Keterangan Penelitian Kelompok 

    3. | Kartu Pencari Kerja (AKI)   
  

  

FARAP HIERARKHIS BUPATI BONE BOLAN , 
WABUP #N | 

SEKDA : r 

ASISTEN | 

ASISTEN II 

ASISTEN III 

KEPALA DINAS 

KABID 

  

  

  

  HAMIM PO   

      

 



  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jln. Prof. DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

Nomor : 180/Hkm-KS /Setda/ /2022 Suwawa, Januari 2022 

Kepada Yth, 
Bupati Bone Bolango 
Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

OBJEK 

PENGELOLA 

CATATAN 

LAMPIRAN 

UNTUK 

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN 
DAN NON PERIZINAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 

11 (Satu) Berkas 

:Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati 
Bone Bolango 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

   
JEN AWAL ABDU/KLAH PAKAYA, SH 

NIP. 19730606 200604 1 031 

 


